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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam 

menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota 

Gorontalo secara illegal oleh pihak Kepolisian selaku penyidik dalam 

kejahatan penyambungan listrik milik  Negara hanya diperintahkan oleh 

PT.PLN khususnya petugas P2TL selama pemeriksaan pelanggan yang 

diduga melakukan pelanggaran sehingga pihak kepolisian tidak dapat 

menemukan sendiri telah terjadinya pelanggaran pencurian aliran 

listrik. Pihak Kepolisian hanya akan memproses perkara ditemukan 

dilapangan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan. 

2. Bahwa kendala yang dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik 

(P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik 

milik negara di Kota Gorontalo secara illegal disebabkan karena 

kemampuan dan tingkat SDM masyarakat yang ada di lingkungan 

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di kota Gorontalo dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan yang beragam, dari tingkat pendidikan tinggi, 

pendidikan rendah samapi yang tidak menempuh jenjang pendidikan. 

Selain tingkat pendidikan yang dibawah standar, rendahnya 

kemampuan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam memamahami 
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inti program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) juga menjadi 

kendala dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN 

dalam menanggulangi Kejahatan penyambungan listrik milik negara di 

Kota Gorontalo secara illegal. 

Kendala lainnya yang juga dihadapi pihak Penertiban Pemakaian 

Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi Kejahatan 

penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal 

adalah menyangkut masalah komunikasi. “Komunikasi juga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi proses kebijakan program 

Penertiban Pemakaian Tenaga Litsrik (P2TL). Komunikasi yang kurang 

baik akan menjadi suatu hambatan untuk berjalannya program P2TL, 

baik itu berasal masyarakat dengan petugas pelaksana juga antar 

petugas pelaksana.  

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa 

saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Bahwa peran Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam 

menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota 

Gorontalo secara illegal patut menjadi perhatian serius pihak PLN, agar 

bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi pada perusahaan listrik Negara 

dapat dihindari. 

2. Bahwa SDM masyarakat termasuk Penertiban Pemakaian Tenaga 

Listrik (P2TL) PLN perlu ditingkatkan agar kinerja Penertiban 
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Pemakaian Tenaga Listrik di kota Gorontalo berjalan sebagaimana 

harapan bersama. 
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